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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa belum ditetapkannya peraturan daerah 
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan terdapat 
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan yang 
bersifat mengikat dan wajib dalam rangka kelancaran 
tugas-tugas Pemerintahan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran 
Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambnahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420); 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURANBUPATIHALMAHERATENGAH 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

BUPATI HALMAHERA TENGAH 
PROVINSI MALUKU UTARA 
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9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/ a tau dalam rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004, tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4262); 
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15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
179 /PMK.07 /2020 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
105/PMK.07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 
Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk 
Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID 19) dan/ a tau Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, 
Tam bahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung 
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 COVID 19) 
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nornor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6542); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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(3) Belanja yang bersifat mengikat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 

( 1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
{2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk 
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. 

(2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 
pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, dan 
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, 
dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 3 

(1) Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 
mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (l} meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan 
Perundang-Undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini menjadi dasar Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka 
menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di 
Kabupaten Halmahera Tengah. 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera 
Tengah Tahun 2020 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS 
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasal 1 

Menetapkan 
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Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 
untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar seperduabelas jumlah 
pengeluaran dari APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp. 147.244.375.167, 
(Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar, Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta, Tiga 
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu, Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). 

Pasal 5 

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Surat Penyediaan Dana (SPD) 
Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan. 

Pasal 4 

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
belanja sebagai berikut: 
a. Bidang Pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah; 
b. Bidang Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat atau untuk kepentingan pendanaan Rumah Sakit, 
Puskesmas; 

c. Alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, penanggulangan bencana 
alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang tidak 
diperkirakan sebelumnya; 

d. Belanja bantuan sosial, hibah, belanja barang/jasa/uang yang 
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga; dan 

e. Belanja operasional rumah tangga KDH/WKDH dan DPRD. 

a. Belanja Pegawai, antara lain: 
1. Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

termasuk tambahan penghasilanya (TPA); 
2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 

penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta 
penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

b. Belanja Barang dan Jasa, antara lain: 
1. Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi; 
2. Belanja Penyediaan Sumber Daya Air; 
3. Belanja Penyediaan Sumber Daya Listrik; 
4. Belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat dan tamu; 
5. Belanja Penyediaan jasa pengamanan kantor; 
6. Belanja Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas; 
7. Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin Berkala; 
8. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas; 
9. Belanja Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan; 

c. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah yang harus 
segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan 
prioritas Daerah. 



6 

NO PEJABAT PARAF 

1 SEKRETARIS DAERAH I . 
2 ASISTEN II »-: 
3 KABAG HUKUM DAN HAM /(<. 
4 KEPALA SPKAD > 

SERITA DAERAH KASUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 
NOMOR 598 

Y ANTO M. ASRI 

Diundangkan di Weda 
Pada Tanggal 4 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

Ditetapkan di Weda 
Pada Tanggal 4 Januari 2023 

PJ~T:NGAH, 

!KRAM M. SANGAJI 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah. 

Pasal 7 

Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPKD dan SKPD yang melaksanakan 
APSD Tahun Anggaran 2023 tetap melaksanakan penatausahaan dalam 
rangka merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan APSD 
Tahun Anggaran 2023. sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola 
Keuangan Tahun Anggaran 2023. 

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat 
Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi 
perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

Pasal 6 


